OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 21 /POJK.04/2016
TENTANG
PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK TUJUAN REVALUASI ASET
BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH
YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi
Pemerintah terkait revaluasi aset Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, penetapan nilai
hasil revaluasi dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah
di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

b. bahwa Profesi Penilai yang dapat memberikan jasa
penilaian bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah yang telah melakukan Penawaran
Umum di Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran
Penilai Pemerintah Untuk Tujuan Revaluasi Aset Bagi
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah Yang Melakukan Penawaran Umum Di Pasar

Modal;



Mengingat

Menetapkan

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 tentang Penilaian
Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi
Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1916);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK TUJUAN
REVALUASI ASET BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU
BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,

adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud



dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan DJKN yang diangkat oleh kuasa Menteri
Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung
jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil
penilaiannya secara independen.

Penilai Pemerintah Pasar Modal adalah Penilai
Pemerintah yang terdaftar di OJK.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan
oleh Penilai Pemerintah Pasar Modal untuk memberikan
suatu opini nilai yang didasarkan pada data dan/atau
fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan
metode atau teknik tertentu atas objek tertentu pada saat
tanggal penilaian.

Ikatan Penilai Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya
disingkat [PPI, adalah organisasi profesi Penilai
Pemerintah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disebut DJKN adalah unit eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang
negara, dan lelang.

Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi
Penilai Pemerintah Pasar Modal dengan muatan materi
penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang
diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, OJK
dan/atau pihak lain yang disetujui atau diakui oleh OJK.
Pendidikan Profesi Lanjutan, yang selanjutnya disingkat
PPL, adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai
Pemerintah Pasar Modal dengan muatan materi penilaian
dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang
diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, OJK

dan/atau pihak lain yang disetujui atau diakui oleh OJK.



9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang
dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam
Undang-Undang Pasar Modal.

10. Laporan Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar
Modal adalah laporan yang memuat informasi tentang
kegiatan Penilai Pemerintah dalam rangka revaluasi aset
bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah yang melakukan Penawaran Umum di Pasar

Modal selama 1 (satu) tahun.

BAB 11
PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH
Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran Penilai Pemerintah

Pasal 2
Penilai Pemerintah yang melakukan kegiatan Penilaian di
bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK dan
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3
Persyaratan pendaftaran Penilai Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. berstatus sebagai Penilai Pemerintah;
b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di
bidang jasa keuangan; dan

c. telah menjadi anggota IPPI.

Bagian Kedua

Dokumen Pendaftaran Penilai Pemerintah

Pasal 4
Permohonan pendaftaran Penilai Pemerintah sebagai Profesi

Penunjang Pasar Modal diajukan kepada OJK disusun dengan



menggunakan format Permohonan Pendaftaran Penilai
Pemerintah  Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Pasal 5
Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, disertai dokumen sebagai berikut:

a. fotokopi surat keputusan dari Menteri Keuangan tentang
pengangkatan sebagai Penilai Pemerintah;

b. surat rekomendasi dari DJKN yang menyatakan bahwa
yang Dbersangkutan layak dipertimbangkan untuk
melakukan kegiatan sebagai Penilai Pemerintah di Pasar
Modal;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai
Pemerintah yang bersangkutan,;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar
belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;

f.  fotokopi bukti keanggotaan dalam IPPI; dan

g. surat pernyataan dengan materai cukup disusun dengan
menggunakan format Surat Pernyataan  Penilai
Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini yang menyatakan bahwa
Penilai Pemerintah:

1. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana

di bidang jasa keuangan;

2. sanggup menaati kode etik profesi yang disusun oleh

IPPIL;

3. sanggup Dbersikap independen, obyektif, dan

profesional dalam melakukan Penilaian; dan

4. sanggup memenuhi panggilan untuk menjalani



pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh OJK atas
pemenuhan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Ketiga

Penelaahan Permohonan Pendaftaran Penilai Pemerintah

Pasal 6
Dalam rangka pendaftaran Penilai Pemerintah yang
melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK dapat meminta
dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tidak memenuhi persyaratan, maka paling lama 45 (empat
puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK
wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon
yang menyatakan bahwa:
a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau

b. permohonan ditolak.

Pasal 8
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan dan/atau tidak diterima oleh OJK dalam
waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran
Penilai Pemerintah yang sudah diajukan dan pemohon dapat

mengajukan permohonan baru.

Pasal 9
Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 telah memenuhi persyaratan, maka paling lama
45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan

secara lengkap, OJK menetapkan Surat Tanda Terdaftar



Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon.

Pasal 10

Dokumen yang telah disampaikan kepada OJK menjadi milik

OJK.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III

RUANG LINGKUP PENILAIAN

Pasal 11
Ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dilakukan oleh
Penilai Pemerintah Pasar Modal mencakup penilaian
properti untuk tujuan revaluasi aset tetap Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
terbatas pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah yang telah melakukan Penawaran

Umum di bidang Pasar Modal.

BAB IV

PEMBATASAN PENUGASAN PENILAIAN

Pasal 12
Pemberian jasa Penilaian kepada klien Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang telah
melakukan Penawaran Umum di bidang Pasar Modal
hanya dapat dilakukan oleh seorang Penilai Pemerintah
Pasar Modal paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut
terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada

penugasan Penilaian pertama.

Seorang Penilai Pemerintah Pasar Modal dapat menerima
penugasan Penilaian kembali dari klien Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu)



(1)

tahun tidak melakukan penugasan Penilaian bagi Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

tersebut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada

penugasan Penilaian terakhir.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENILAI PEMERINTAH

PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Kewajiban Penilai Pemerintah Pasar Modal

Pasal 13

Penilai Pemerintah Pasar Modal wajib:

a.

menaati kode etik profesi Penilai Pemerintah Pasar

Modal yang disusun oleh IPPI;

bersikap independen, obyektif, dan profesional

dalam melakukan Penilaian;

melakukan Penilaian sesuai dengan ruang lingkup
kegiatan Penilaian sebagaimana tercantum dalam
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar

Modal;

mengikuti PPL paling sedikit 5 (lima) jam latihan

setiap tahun;

melaporkan keikutsertaannya dalam PPL
sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada OJK
disertai bukti pendukung, secara berkala paling

lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;

menyampaikan kepada OJK Laporan Berkala
Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar Modal paling
lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya,
disusun dengan menggunakan format Laporan
Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar Modal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan



(2)

(3)

(4)

(5)

Otoritas Jasa Keuangan ini;

g. melaporkan kepada OJK setiap perubahan data dan
informasi Penilai Pemerintah Pasar Modal disertai

dengan dokumen pendukung; dan

h. memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan
dan/atau penyidikan oleh OJK atas pemenuhan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dan huruf f jatuh pada hari libur,
maka laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari

kerja berikutnya.

Laporan Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
memuat informasi kegiatan yang dilakukan Penilai
Pemerintah Pasar Modal terhitung sejak 1 Januari
sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di OJK

apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.

Laporan Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib

disertai dengan laporan dalam format digital.

Laporan keikutsertaan PPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan Laporan Berkala Kegiatan Penilai
Pemerintah Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf {, dapat disampaikan oleh beberapa Penilai
Pemerintah Pasar Modal secara bersamaan dalam 1

(satu) surat pengantar.

Pasal 14

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf d mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Penilai

Pemerintah Pasar Modal memperoleh Surat Tanda Terdaftar

dari OJK.

Pasal 15

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Profesi



-10 -

dan/atau PPL tidak terselenggarakan, maka OJK dapat

menetapkan ketentuan lain.

Bagian Kedua

Larangan Penilai Pemerintah Pasar Modal

Pasal 16
Dalam hal Penilai Pemerintah Pasar Modal merangkap jabatan
pada pihak yang memperoleh izin, dan/atau yang Pernyataan
Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Penilai
Pemerintah Pasar Modal dilarang memberikan jasa Penilaian
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap
pihak dimana Penilai Pemerintah Pasar Modal tersebut

merangkap jabatan.

Pasal 17
Penilai Pemerintah Pasar Modal tidak dapat melakukan
kegiatan di Pasar Modal dalam hal:
a. dibebastugaskan; atau
b. diberhentikan,
sebagai Penilai Pemerintah oleh DJKN.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi
administratif terhadap Penilai Pemerintah Pasar Modal
yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu;

c. pembatalan pendaftaran; dan

d. pembekuan Surat Tanda Terdaftar.



(2)

(3)

-11 -

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dapat dikenakan
dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dan huruf d.

Pasal 19

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1), OJK dapat melakukan tindakan tertentu

terhadap Penilai Pemerintah yang melakukan pelanggaran

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan tindakan

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada

masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.



- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 21 /POJK.04/2016
TENTANG
PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK TUJUAN REVALUASI ASET
BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH
YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL

UMUM

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam mendorong perekonomian
dalam negeri adalah dengan memberikan keringanan atau insentif dalam
sektor perpajakan. Insentif pajak diberikan terhadap revaluasi aset

khususnya aset properti yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah maupun perusahaan swasta. Dengan adanya

insentif pajak tersebut, diharapkan Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta akan melakukan revaluasi

asetnya sehingga nilai aset perusahaan dapat meningkat.

Dalam rangka mendukung rencana Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah yang akan melakukan revaluasi aset,
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah
oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 tentang

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi

Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, untuk

memberi kewenangan bagi Penilai Pemerintah untuk melakukan penilaian

atas revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah.



II.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal, profesi Penilai yang dapat memberikan jasa
terhadap perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum di Pasar
Modal (Emiten), wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa keuangan.
Aturan tersebut berlaku pula bagi penilai yang akan memberikan jasa
penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah yang telah berstatus sebagai Emiten di bidang Pasar Modal.

Substansi pengaturan pada Peraturan di bidang Pasar Modal
Bapepam-LK yang mengatur mengenai pendaftaran, independensi dan
laporan berkala bagi Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar
Modal tidak tepat bila diterapkan pada Penilai Pemerintah yang akan
melakukan penilaian atas revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah yang berstatus sebagai Emiten. Dengan
pertimbangan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan
dapat meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap Penilai Pemerintah

dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.



Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud penilaian properti, antara lain:
a. penilaian real properti;
b. penilaian personal properti;
c. penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
d. penilaian pengembangan properti;
e. penilaian aset perkebunan;
f. penilaian aset perikanan;
g. penilaian aset kehutanan;
h. penilaian aset pertambangan; dan/atau
i. penilaian properti lainnya.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5869



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 21 /POJK.04/2016

TENTANG

PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK TUJUAN REVALUASI ASET
BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH
YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL



PERMOHONAN PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH SEBAGAI
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor e Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran : ...ccccovvvveennen...
Perihal : Permohonan Pendaftaran Penilai Pemerintah

Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Up. Direktur Lembaga dan
Profesi Penunjang Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Penilai
Pemerintah sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan
pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama lengkap L e
2. Tempat dan tanggal lahir L e
3. Alamat tempat tinggal e

Nomor telepon & faksimili PPN
Alamat e-mail PPN
Nomor Kartu Tanda Penduduk PPN
Nomor Pokok Wajib Pajak PPN
Nomor dan Tanggal Keanggotaan IPPI : ...,
Nomor dan Tanggal Izin Penilai
Pemerintah dari Menteri Keuangan PPN
10. [jazah perguruan tinggi
a. Fakultas/Jurusan et
b. Universitas N
c. Nomor IJjazah N
d. Tanggal Ijazah L e
11. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
Penilaian (minimal 200 jam latihan)

WoNoOoh

No Nama Penvelengsara Nomor Tanggal
Pendidikan yelengg Sertifikat | Sertifikat

1.

2.

3.

12. Surat rekomendasi
a. Nomor Surat Rekomendasi L e
b. Tanggal Surat Rekomendasi PN
Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan
dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi surat keputusan dari Menteri Keuangan tentang pengangkatan
sebagai Penilai Pemerintah;
b. surat rekomendasi dari DJKN yang menyatakan bahwa yang bersangkutan



layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan sebagai Penilai
Pemerintah di Pasar Modal;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai Pemerintah yang
bersangkutan;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna
merah sebanyak 1 (satu) lembar;

f. fotokopi bukti keanggotaan dalam IPPI; dan

g. surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa Penilai
Pemerintah:

1.

2.
3.

4.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena
terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;

sanggup menaati kode etik profesi yang disusun oleh IPPI;

sanggup bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam
melakukan Penilaian; dan

sanggup memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dan/atau
penyidikan oleh OJK atas pemenuhan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Pemohon,

________________

________________

(Nama jelas dan tanda tangan)




SURAT PERNYATAAN PENILAI PEMERINTAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama L
Alamat Tempat Tinggal PP PPPN
Kedudukan Pada Saat Penilaian PP
Nomor Kartu Tanda Penduduk PP PPN
Nomor Telepon PP
E-mail PP PPPPN
dengan ini menyatakan bahwa saya:
a. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
b. sanggup menaati kode etik profesi yang disusun oleh IPPI;
c. sanggup bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan
Penilaian; dan
d. sanggup memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dan/atau
penyidikan oleh OJK atas pemenuhan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:
*)coret yang tidak perlu



LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI PEMERINTAH PASAR MODAL
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 20.....

Nama Penilai Pemerintah L e

Nomor STTD D et
Jenis Obyek Tanggal Tanggal Laporan | Kedudukan Pada Tim Kerja Penilaian
No | Nama BUMN/BUMD Penilaian Penilaian Penilaian Saat Penilaian Nama Jabatan
1.
2.
3.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar
Modal untuk periode 1 Januari 20..... sampai dengan 31 Desember 20.... adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilai Pemerintah Pasar Modal,
(tanda tangan dan cap kantor)

(Nama jelas)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2016
Salinan sesuai dengan aslinya KETUA DEWAN KOMISIONER
Direktur Hukum 1 OTORITAS JASA KEUANGAN,
Departemen Hukum

ttd
ttd MULIAMAN D. HADAD

Yuliana






	SAL - POJK Penilai Pemerintah
	SAL - Lampiran RPOJK Penilai Pemerintah

